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WALIKOTA MADIUN
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PERATURAN DAERAH KOTA
NOMOR 15 TAHUN 20
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PEL

SALINAN

ADIUN
19

SANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
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TAHUN ANGGARAN 201
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
WALIKOTA MADIUN,

bahwa untuk melaksanakan ket
Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

dengan Undang-Undang Nomor 9

mengajukan Rancangan Persz
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Belanja Daerah kepada Dewan
(DPRD) dengan dilampiri laporan k¢
oleh Badan Pemeriksa Keuangan p
setelah tahun anggaran berakhir,
Daerah tentang Pertanggungjawa

Pendapatan dan Belanja Daerah Ts

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undai
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16
Pembentukan Daerah-daerah K

ESA

entuan Pasal 320 ayat (1)
2014 tentang Pemerintahan

terakhir
Tahun 2015, Kepala Daerah
aituran Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan
Perwakilan Rakyat Daerah
ruangan yang telah diperiksa
aling lambat 6 (enam) bulan
perlu membentuk Peraturan
ban Pelaksanaan Anggaran
ahun Anggaran 2018 ;

ng Dasar Republik Indonesia

1950
ota Besar dalam Lingkungan

Tahun tentang

Propinsi Jawa Timur, Jawa Te

ah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Yogyakarta (Berita [Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1954 tentang

Pengubahan Undang-Undang [Nomor 16 dan Nomor 17

Tahun 1950 (Republik I

Pembentukan Kota-kota Besar
(Lembaran Negara Republik Indd
Tambahan Lembaran Negara Rej

donesia Dahulu)
dan Kota-kota Kecil di Jawa
mesia Tahun 1954 Nomor 40,
publik Indonesia Nomor 551) ;

tentang
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Undang-Undang Nomor

Penyelenggara Negara yang Be

2B

Tahun 1999 tentang
rsih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 385
Undang-Undang Nomor 17 Ta

1)
hun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembars
Nomor 4286) ;
Undang-Undang Nomor )|
Perbendaharaan Negara (L
Indonesia Tahun 2004 Non
Negara Republik Indonesia Noj
Nomor 1§
Pemeriksaan Pengelolaan dar
Negara (Lembaran Nega
Tahun 2004 Nomor 66, T4
Republik Indonesia Nomor 440¢
Undang-Undang Nomor 25 T
Perencanaan Pembangunan |
Republik Indonesia Tahun 2(
Lembaran Negara Republik Ind
Undang-Undang Nomor 3
Perimbangan Keuangan Ants
Pemerintahan Daerah (Lembars

Undang-Undang

an Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 tentang
embaran  Negara Republik
ror 5, Tambahan Lembaran
mor 4355) ;

5 Tahun 2004 tentang
1 Tanggungjawab Keuangan
ra Republik Indonesia
ambahan Lembaran Negara
) ;

'ahun 2004 tentang Sistem
Nasional (Lembaran Negara
D04 Nomor 104, Tambahan
pnesia Nomor 4421) ;

3 Tahun 2004 tentang
ira Pemerintah Pusat dan
in Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah
Indonesia Tahun 2009 Nomor

(Lembaran Negara Republik
130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

Undang-Undang Nomor

12

Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia
Tambahan  Lembaran
Nomor 5234) ;

Undang-Undang
Pemerintahan Daerah (Lembarg

Nomor

Negara

23

Tahun 2011
Republik

Nomor 82,

Indonesia

Tahun 2014 tentang

n Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 558

7) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengam Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan
Nomor 23 Tahun 2014 ten
(Lembaran Negara
Nomor 58, Tambahan Lembara
Nomor 5679) ;

Republik

Kedua atas Undang-Undang
lang Pemerintahan Daerah
Indonesia Tahun 2015
n Negara Republik Indonesia
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Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah K

Madiun (Lembaran Neg:
Tahun 1982 Nomor 76, T
Republik Indonesia Nomor 324
Peraturan Pemerintah Nomos
Kedudukan Keuangan Kepalg
Daerah (Lembaran Negsa
Tahun 2000 Nomor 210, T
Republik Indonesia Nomor 402
Peraturan Pemerintah Nomo

Pengelolaan Keuangan Badan

ptamadya Daerah Tingkat II
Republik
ambahan Lembaran Negara
4) ;

r 109 Tahun 2000 tentang
. Daerah dan Wakil Kepala
Republik
ambahan Lembaran Negara
B) ;

r 23 Tahun 2005 tentang

Layanan Umum (Lembaran

ara Indonesia

\ra Indonesia

Negara Republik Indonesia| Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Republik
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahum 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

Negara Indonesia

15. Peraturan Pemerintah Nomor $5 Tahun 2005 tentang Dana
(Lembaran N Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575%) ;

Perimbangan pgara

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
Republik 2010

Tambahan Lembaran Negara Republik

(Lembaran Negara Indonesia Tahun
110,

Indonesia Nomor 5155) ;

Nomor

17. Peraturan Pemerintah Nomor] 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
150, Republik

Indonesia Nomor 4585) ;

Nomor Tambahan Lembaran Negara

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614) ;

(Lembaran Negara Republik
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Peraturan Pemerintah Nomd

r S5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan kepada P
Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republi

tai Politik (Lembaran Negara
009 Nomor 18, Tambahan

Indonesia Nomor 4972)

sebagaimana telah diubah dgngan Peraturan Pemerintah

Nomor 83 Tahun 2012

Indonesia Tahun 2012 Nom
Negara Republik Indonesia Nor
Peraturan Pemerintah Nomor
Cara Pemberian dan Peman
Pajak Daerah dan Retribusi
Republik Indonesia Tahun 2

(Lembaran Negara Republik

195, Tambahan Lembaran
nor 5351) ;
69 Tahun 2010 tentang Tata
faatan Insentif Pemungutan
Daerah (Lembaran Negara
D10 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi

Pemerintahan

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Ind

Peraturan Pemerintah Nomor

Pinjaman Daerah (Lembaran

pnesia Nomor 5165) ;
30 Tahun 2011 tentang
Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272) ;
Peraturan Pemerintah Nomor
Pengelolaan Barang Milik Negat
Republik Indonesia Tahun 2
Lembaran Negara Republik Indq
Peraturan Pemerintah Nomor
Perangkat Daerah (Lembaran
Tahun 2016 Nomor 114, Té
Republik Indonesia) ;
Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahun 2014 tentang
ra/Daerah (Lembaran Negara
014 Nomor 92, Tambahan
pnesia Nomor 5533) ;

18 Tahun 2016 tentang
Negara Republik Indonesia
ambahan Lembaran Negara

12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Rep

ublik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (
Indonesia Tahun 2017 Nomor
Negara Republik Indonesia Nom

Lembaran Negara Republik
106, Tambahan Lembaran
or 6057) ;
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Peraturan Pemerintah Nomor
Laporan dan Evaluasi

Daerah (Lembaran Negara Rep

13 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan

ublik Indonesia Tahun 2019

Nomor 52, Tambahan Lembargan Negara Republik Indonesia

Nomor 6322) ;

Peraturan Presiden Nomor
Tunjangan Jabatan Fungsional
Peraturan Presiden Nomor
Peraturan
Tahun 2011 tentang Pembent
undangan ;

Peraturan Presiden Nomor

Pelaksanaan Undang-undang

72 Tahun 2013
Pamong Belajar dan Penilik ;
87 Tahun 2014

tentang

tentang
12
ukan Peraturan Perundang-

Nomor

16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Peraturan Presiden Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Neg
tentang
sebagaimana telah diubah bel
Peraturan Menteri Dalam Neger]

Pedoman Pengelo

Peraturan Menteri Keuangan

tentang Penggunaan Dana bagi

12 Tahun 2019 tentang
reri Nomor 13 Tahun 2006

laan Keuangan Daerah
pberapa kali terakhir dengan
| Nomor 21 Tahun 2011 ;

84 /PMK.07 /2008

Hasil Cukai Hasil Tembakau

Nomor

dan Sanksi atas Penyalahgungan Alokasi Dana bagi Hasil

Cukai Tembakau

sebagaimana

telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Namor : 85/PMK.07/2009 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pend

apatan dan belanja Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 123 Tahun 2018 ;

Peraturan Menteri Dalam Ne

ri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan [Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017

tentang Pedoman Evaluasi R
tentang
Pendapatan dan Belanja Daer
Kepala Daerah tentang Penjs
Pelaksanaan Anggaran Pendapat

Pertanggungjawaban

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Bes
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemanj
Pelaksanaan dan Pertanggungjd

)puan Keuangan Daerah serta

waban Dana Operasional;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunar
Madiun Tahun 2005-2025 (Let
Tahun 2009 Nomor 3/E);

1 Jangka Panjang (RPJP) Kota
mbaran Daerah Kota Madiun

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011

tentang Bea Perolehan Hak
(Lembaran Daerah Kota Madiy
sebagaimana telah diubah der
Madiun Nomor 23 Tahun 20
Peraturan Daerah Kota Madi
tentang Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan
in Tahun 2011 Nomor 1/B)
1gan Peraturan Daerah Kota
17 tentang Perubahan atas
un Nomor 02 Tahun 2011
atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 7/B) ;

Peraturan Daerah Kota Madi

un Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2011 Nomor 2/B) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Madi

tentang Perubahan atas Pera

Nomor 03 Tahun 2011 tentang
Daerah Kota Madiun Tahun 20

in Nomor 24 Tahun 2017
furan Daerah Kota Madiun
Pajak Air Tanah (Lembaran
7 Nomor 8/B) ;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 20|11 Nomor 1/C) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Madiun Nomor

17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kota Madiun Nomor 04 Tah

Pemakaian Kekayaan Daerah
Madiun Tahun 2018 Nomor 9/ Bp 3

un 2011 tentang Retribusi
(Lembaran Daerah Kota

Peraturan Daerah Kota Madiuin Nomor 08 Tahun 2011
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Madiun

Tahun 2011 Nomor 4/E) ;

Peraturan Daerah Kota Madiiin Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lemb

aran Daerah Kota Madiun

Tahun 2011 Nomor 3/B) sebagpimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Madiun

Nomor 25 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran

Daerah Kota Madiun Tahun 201

7 Nomor 9/B) ;

r Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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46. Peraturan Daerah Kota Madilun Nomor 24 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota
Madiun Tahun 2011 Nomor 4/B) sebagaimana telah diubah

47.

48.

49,

50.

S1.

52.

53.

dengan Peraturan Daerah Kof

a Madiun Nomor 26 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Madiun Nomor 24 Tahun 20

11 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun

Tahun 2017 Nomor 10/B) ;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran

Daerah Kota Madiun Tahun 201
Peraturan Daerah Kota Madij
tentang Sumbangan Pihak Ketij
Daerah Kota Madiun Tahun 201
Peraturan Daerah Kota Madiun
Pembentukan dan Susunan B
Daerah Kota Madiun Tahun 201
Peraturan Daerah Kota Madiun

2 Nomor 10/E);

iun Nomor 08 Tahun 2013
pa Kepada Daerah (Lembaran
4 Nomor 2/E);

Nomor 3 Tahun 2016 tentang
erangkat Daerah (Lembaran
6 Nomor 1/C);

Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 40);

Peraturan Daerah Kota Madiiin Nomor 19 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Madiun Tahun 2017 Nomar 14/D Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 46);

Peraturan Daerah Kota Madiin Nomor 29 Tahun 2017

tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016

Nomor 3/A);

Peraturan Daerah Kota Madiuin Nomor 39 Tahun 2018

tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota

Madiun Tahun 2018 Nomor 2/A);

E]

Dengan Persetujuan Bersima

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE

dan
WALIKOTA MADIUN

KOTA MADIUN
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaaz
Belanja Daerah berupa laporan ke
. Laporan Realisasi Anggaran ;
. Laporan Perubahan Saldo Angg
. Neraca ;
. Laporan Operasional ;
Laporan Arus Kas ;
Laporan Perubahan Ekuitas ; d:
Catatan atas Laporan Keuangar

® ™S>0 Qo0 o

(2) Laporan keuangan sebagaimang
dilampiri dengan laporan king
keuangan Badan Usaha Milik Dae

Pasal 2

n Anggaran Pendapatan dan
uangan memuat :

aran Lebih ;

An

1.

1 dimaksud pada ayat (1)
erja  dan  ikhtisar laporan
rah /Perusahaan Daerah.

Laporan realisasi anggaran scbaéaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggar.

an 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.007.446.240.137,64
b. Belanja Rp. 1.036.658.830.595,88
Surplus/ (Defisit) sebesar Rp. (29.212.590.458,24)

¢. Pembiayaan

1. Penerimaan Rp. 308.491.416.889,46

2. Pengeluaran Rp 0,00

Surplus/ (Defisit) sebesar Rp. 305.491.416.889,46
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sebagai berikut :
a. Selisih anggaran dengan reali

sasi  pendapatan sejumlah

Rp.30.349.397.200,60 dengan rin¢ian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan
setelah perubahan Rp. 977.096.842.937,00
2. Realisasi Rp. 1.007.446.240.137,64

Selisih Lebih/(Kurang) Rp.  30.349.397.200,60

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Bes

Fr Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



. Selisih anggaran dengan  r¢
(Rp.248.928.769.230,58) dengan r
1. Anggaran belanja setelah
perubahan

Realisasi

Selisih Lebih/(Kurang)

. Selisih anggaran dengan realiss
Rp.279.278.166.431,22 dengan rir

1. Surplus/(defisit) setelah perub;

ralisasi  belanja  sejumlah

incian sebagai berikut :

Rp. 1.285.587.599.826,46
Rp. 1.036.658.830.595,88
(Rp. 248.928.769.230,58)
asi surplus/defisit sejumlah

ician sebagai berikut :
nhan

Perubahan (Rp. 308.490.756.889,46)
2. Realisasi (Rp. 29.212.590.458,24)
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 279.278.166.431,22

. Selisih anggaran dengan realis
sejumlah Rp.660.000,00 dengan ri

1. Anggaran penerimaan pembiay]

!

si penerimaan pembiayaan
ncian sebagai berikut :

aan

setelah perubahan Rp. 308.490.756.889,46
2. Realisasi Rp. 308.491.416.889,46
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 660.000,00

. Selisih anggaran dengan realisa

si pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian

ebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan p- 0,00
2. Realisasi p. 0,00
Selisih Lebih/(Kurang) p. 0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp.660.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto
setelah perubahan p. 308.490.756.889,46
2. Realisasi p. 308.491.416.889,46
Selisih Lebih/(Kurang) p. 660.000,00

Pasal

Lebih sebagaimana dimaksud
31 Desember 2018 sebagai

Laporan Perubahan Saldo Anggaran
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per
berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

b. Pengunaan Saldo Anggaran Lebih

Rp. 308.490.756.889,46

sebagai Penerimaan Pembiayaan
(Rp. 308.490.756.889,46)

Rp. 0,00

Tahun berjalan
c. Jumlah Sub Total
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d. Sisa lebih /Kurang Pembiayaan

Anggaran (SiLPA/SIKPA) Rp. 279.278.826.431,22
e. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Rp. 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 279.278.826.431,22
Pasal E

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 2.528.060.139.623,89

b. Jumlah Kewajiban Rp. 14.759.899.497,48

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.513.300.240.126,41
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana| dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf d per 31 Desember 2018 sebagai berikut :
a. Pendapatan Laporan Operasional Rp. 1.015.435.399.385,97

b. Beban Operasi Rp. 897.858.277.050,48
Surplus / (Defisit) sebesar Rp. 117.577.122.335,49
c. Surplus (Defisit) dari
1. Kegiatan Non Operasional Rp. 0,00
2. Pos Luar Biasa (Rp. 0,00)
Surplus/(Defisit) Laporan
Operasional sebesar Rp. 117.577.122.335,49
Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana |dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2018 sebagai berikut :
a. Saldo kas awal per 1 Januari 2018Rp. 279.929.243.287,63
b. Saldo kas awal BLUD

. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 228.781.609.266,23
. Arus kas dari aktivitas investasi

Dinas Kesehatan Rp. 3.527.548.931,14
c. Saldo kas awal BLUD RSUD Rp. 23.695.743.471,85
d. Saldo kas Penerimaan Rp. 6.477.000,00
e. Saldo kas Penerimaan BLUD Rp. 35.213.025,00
f. Saldo kas Lainnya Rp. 1.296.531.173,84
g
h

aset Non Keuangan (Rp. 257.994.199.724,47)
Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 660.000,00

[y
.
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j. Arus kas dari aktivitas

Transitoris Rp. 94.264.000,00
k. Saldo kas akhir per
31 Desember 2018 Rp. 279.373.090.431,22
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas seba
Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desem}
Ekuitas Awal

Surplus (Defisit) Laporan

d.
b.
Operasional

Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Akumulasi Penyusutan

Sampai dengan Tahun 2016 (1
Akumulasi Amortisasi
Sampai dengan Tahun 2016 q

Lain-lain

gaimana dimaksud dalam
er 2018 sebagai berikut :
Rp. 2.387.843.473.171,51

Rp.

117.577.122.335,49

Rp. 0,00)
Rp. 0,00)
Rp. 7.879.644.619,41

Surplus/(Defisit) Laporan

.- - (i

Operasional sebesar
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan seb
Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Angga
baik secara kuantitatif maupun kua
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan #
Belanja Daerah sebagaimana dimaksw
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini
a. Lampiran 1 Laporan realisasi

Lampiran 1.1 Ringkasan  lapc
menurut urusan
organisasi ;

Lampiran [.2 Rincian laporan

urusan pemerin

pendapatan, belat

p. 2.513.300.240.126,41

agaimana dimaksud dalam
ran 2018 memuat informasi
litatif atas pos-pos laporan

Anggaran Pendapatan dan
d dalam Pasal 1 tercantum
, terdiri dari :
anggaran ;
realisasi

ran anggaran

pemerintahan daerah dan

realisasi anggaran menurut
tahan daerah,
nja dan pembiayaan ;

organisasi,
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Lampiran 1.3

Lampiran [.4

. Lampiran II

. Lampiran III

. Lampiran IV

. Lampiran V
Lampiran VI

. Lampiran VII

om S o0 o0 g

. Lampiran VIII

[

Lampiran IX

j- Lampiran X

. Lampiran XI
l. Lampiran XII

. Lampiran XIII

=)

. Lampiran XIV

. Lampiran XV
. Lampiran XVI
. Lampiran XVII :
Lampiran XVIII :

» 7.0 T” O

Lampiran XIX

t. Lampiran XX

Laporan

Keuangan

- 12 -

Rekapitulasi

daerah menurut

realisasi

anggaran belanja

urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program dan kegiatan ;

Rekapitulasi
daerah untuk k

realisasi

anggaran belanja

eselarasan dan keterpaduan

urusan pemerintahan daerah dan fungsi

dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;

Laporan Operasipnal ;

Laporan Perubah
Neraca ;

Laporan Arus Ka
Catatan atas Lap

lan Ekuitas ;

S 5

oran Keuangan ;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang ;

Daftar Rekapit
penyisihan dana
Daftar Penyertaal

nlasi dana bergulir dan

bergulir ;
n Modal ;

Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah
Daftar Rekapitulq.si Aset tetap ;

Daftar

pekerjaan ;

rekapitulasi

Konstruksi dalam

Daftar rekapitulasi aset lainnya ;

Daftar Dana Cad
Daftar Kewajiban
Daftar Kewajiban
Daftar

diselesaikan

kegiatan-kegiatan

sgmpai

angan Daerah ;
Jangka Pendek ;
Jangka Panjang ;
yang
tahun

belum

akhir dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya ;
Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/
Perusahaan Daenah

Pasal 11

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2) berupa Ikhtisar Lap¢ran Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan

Daerah ini.
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Pasal 1

2

Ketentuan mengenai penjabaran Pelaksanaan

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018 diatur dengan

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku p

Agar setiap orang mengetahuinya, m

Peraturan Walikota.

ada tanggal diundangkan.

emerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Madiun.

Ditetapka

pada tang

ndi MADIUN
gal 1 Agustus 2019

WALIKOTA MADIUN,

Diundangkandi MADIUN
pada tanggal 1 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO

a.n.

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 1/4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROV]
174-15/2019

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Be.

ttd

H. MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

INSI JAWA TIMUR :

sar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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